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Pengaruh Penerapan Sistem Self-assessment terhadap Optimalisasi 
Penerimaan PPh Pasal 4 (2) PP No. 46 Tahun 2013 
(Studi pada KPP Makassar Selatan) 
Effect Of Application Of Self-Assessment System To Optimization 
Income Tax Article 4 (2) Government Regulations No. 46 Year 2013  
(Study at South Makassar Tax Services Office) 
Ferdy Lemido 
Rusman Thoeng 
Muhammad Natsir Kadir 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem self-
assessment terhadap optimalisasi penerimaan PPh pasal 4 (2) PP No. 46 Tahun 
2013 atas penghasilan dari wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu. 
Penelitian dilakukan di KPP Makassar Selatan. Penelitian menggunakan variabel 
independen, yaitu penerapan sistem self-assessment dan variabel dependen 
yaitu optimalisasi penerimaan PPh pasal 4 (2). Populasi penelitian adalah 
seluruh wajib pajak yang membayar pajak PPh pasal 4 (2) pada Kantor 
Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan 
simple random sampling technique dengan jumlah sampel sebanyak 60 
responden. Penelitian menggunakan data primer yaitu kuesioner. Penelitian 
menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi sederhana. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem self-assessment 
berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi penerimaan PPh pasal 4 (2). 
Kata kunci: penerapan sistem self-assessment, optimalisasi penerimaan PPh 
pasal 4 (2), PP No. 46 tahun 2013. 
This study was conducted to determine the effect of application of self-
assessment system to optimization Income Tax Article 4 (2) government 
regulations No. 46 Year 2013 on income of tax payers with circulation of certain 
business. The study was conducted on South Makassar Tax Services Office. The 
study using independent variable namely Application self-assessment system 
and dependent variable namely optimize income tax article 4 (2). Populations 
study was all tax payers that paid income tax article 4 (2) at South Makassar Tax 
Services Office. The sampling technique by simple random sampling technique 
with sample size is 60 respondents. The study using primary data is 
questionnaires. The study using quantitative method with simple regression 
analysis method. The result of research indicate that the application of self-
assessment system has significant impact to Optimize Income Tax Article 4 (2).  
Keywords: applications of self-assessment, optimalization income tax article 4 
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1.1 Latar Belakang 
 Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan menggali sumber-
sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat. 
Pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk 
memperbaharui kehidupan nasional. Upaya perbaikan sangat diperlukan 
terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan tentang 
keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam membiayai penyelenggaraan sesuai 
dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan oleh 
pemerintah pusat berupa kewenangan yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab 
secara proporsional. Kabupaten/Kota terus meningkatkan kemampuannya dalam 
mengelolah keuangan daerah untuk mempercepat tercapainya kemandirian 
khususnya dalam bidang pemenuhan urusan rumah tangga. 
 Tujuan negara yang disepakati yaitu mensejahterakan rakyat dan 
menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Negara 
harus melakukan pembangunan di segala bidang untuk dapat mencapai tujuan. 
Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material atau sosial, Indonesia 
menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dana 
yang cukup untuk pembangunan merupakan faktor yang sangat penting guna 




 Usaha pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya dengan 
melakukan pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan 
pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti 
melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah. Salah satu pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh).  
 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia walaupun dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan tapi dinilai masih sangat rendah. Hal ini 
dikarenakan oleh adanya rasa keengganan dan ketidak inginan para Wajib Pajak 
dalam melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar masih sangat tinggi. 
Kondisi ini makin diperparah dengan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan 
peraturan perpajakan. Jika kesadaran Wajib Pajak dapat di tingkatkan, maka 
penerimaan perpajakan pun diharapkan ikut meningkat dengan pesat karena 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan memegang peranan penting dalam 
menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak. 
 Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, Direktorat Jendral 
Pajak yang berada dibawah Departemen Keuangan telah melakukan usaha-
usaha baik yang bersifat preventif maupun represif. Usaha-usaha tersebut 
terutama adalah penyuluhan pajak, pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak 
yang merupakan alternatif tindakan yang terakhir. Namun dengan kondisi tingkat 
kesadaran yang masih rendah itu, Indonesia dengan sengaja memakai sistem 
self assessment, karena sistem self assessment tersebut memberikan 
kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan cara ini 
maka kesadaran yang rendah dalam membayar pajak bisa ditingkatkan sehingga 
tercapainya penerimaan pajak optimal, yaitu berimbangnya tingkat penerimaan 




ada selisih antara tingkat penerimaal pajak aktual dengan tingkat penerimaan 
pajak potensial yang biasa disebut tax gap yang mencerminkan tingkat 
kepatuhan membayar pajak atau tax compliance. 
Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 
2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima 
Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya 
disebut PP 46 tahun 2013) dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha 
Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto 
Tertentu (selanjutnya disebut PMK 107/PMK.011/2013) dijelaskan batasan Wajib 
Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. Pemerintah berharap 
dengan peraturan pemerintah ini, akan memudahkan para Wajib Pajak dalam 
membayarkan pajak usahanya. Dan dengan demikian akan meningkatkan 
penerimaan pajak Negara. 
 Penerimaan pajak meliputi penerimaan dari pajak-pajak langsung dan 
penerimaan dari pajak-pajak tidak langsung, namun seringkali negara-negara 
yang sedang berkembang bergantung pada penerimaan dari pajak-pajak tidak 
langsung. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. 
Pada dasarnya, penerimaan pajak-pajak tidak langsung ini sudah kurang tepat 
diterapkan dikarenakan kurang mencerminkan keadilan bagi Wajib Pajak. Oleh 
karena itu, di Indonesia diberlakukan sistem self assessment yang diharapkan 
dapat melaksanakan administrasi perpajakan yang rapi, terkendali, sederhana 
dan adil bagi masyarakat Wajib Pajak. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di 




Assessment terhadap Optimalisasi Penerimaan PPh Pasal 4 (2) PP No. 46 
Tahun 2013 ".  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, 
maka masalah yang akan dirumuskan dalam skripsi ini adalah: apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem self assessment terhadap 
optimalisasi penerimaan PPh Pasal 4 (2) khususnya. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui pengaruh antara pelaksanaan penerapan sistem self 
assessment terhadap optimalisasi penerimaan pajak PPh Pasal 4 (2). 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoritis 
Dapat mengetahui tata cara dalam pelaksanaan sistem self assessment dari 
cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Memberikan masukan bagi KPP Pratama untuk lebih meningkatkan mutu 
pelayanan perpajakan dan sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana 
tingkat ketaan Wajib Pajak dengan sistem self assessment  dalam rangka 
mengoptimalkan penerimaan pajak. 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan 




akan terdiri dari lima bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode 
Penelitian, Hasil Penelitian, dan Penutup dengan uraian sebagai berikut. 
 Bab I merupakan pendahuluan. Bab I ini menguraikan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
 Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab II ini menguraikan landasan teori 
yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar rumusan masalah sesuai dengan 
kenyataan dilapangan. Selanjutnya dalam bab ini terdapat tinjauan terhadap 
penelitian terdahulu. 
 Bab III merupakan metode penelitian. Bab III ini menguraikan metode dan 
langkah-langkah secara operasional yang menyangkut rancangan penelitian, 
lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, penentuan sampel, dan 
teknik analisis data. 
 Bab IV merupakan hasil penelitian. Bab IV ini akan meliputi pelaksanaan 
penelitian serta analisis penyajian laporan keuangan. Pada bab ini akan 
memberikan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
 Bab V merupakan penutup. Dalam bab V ini memuat kesimpulan-
kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan dan analisa pada bab-bab 






2.1 Dasar-Dasar Perpajakan 
2.1.1 Pengertian Perpajakan 
 Pengertian pajak secara umum berbeda-beda. Dilihat dari tujuan 
penggunaan penerimaan pajak bagi negara, pajak merupakan iuran dari rakyat 
kepada negara untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan bangsa. 
Beberapa ahli mendefinisikan sebagai berikut: 
Menurut Mardiasmo (2004:1) , pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:4) , pajak adalah iuran kepada kas 
Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan , dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang 
langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang 
menyelenggarakan pemerintahan. 
 Menurut Soemitro, (1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada 
Universitas Padjajaran, Bandung, seperti dikutip oleh Safri Nurmantu, yaitu: 
”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor 
partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat 




Dari beberapa pengertian di atas , dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur 
unsur : 
a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara yang berupa uang 
(bukan barang) 
b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta 
aturan pelaksanaannya . 
c. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh Pemerintah 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara , yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
2.1.2 Fungsi Pajak 
Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri . Umumnya 
terdapat 2 fungsi pajak yang dikenal , yaitu : 
a. Fungsi Penerimaan 
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah . Sebagai contoh yaitu 
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 
b. Fungsi Mengatur 
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijkan 
di bidang sosial dan ekonomi . Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang 
lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah dapat ditekan. 
Mengacu pada Undang-Undang No.16 Pasal 1 Tahun 2000 pengertian-
pengertian dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut (Waluyo 
dan Wirawan, 2003:26) antara lain, meliputi:  
a. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut 




melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau 
pemotong pajak tertentu.  
b. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 
organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta 
bentuk badan lainnya.  
c. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan 
takwim, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan paling lama tiga 
bulan takwim.  
d. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila Wajib 
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.  
e. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.  
f. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada satu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
g. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang 
terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  
i. Penanggung pajak adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas 




memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
2.1.3 Subyek Pajak 
 Subjek pajak diartikan sebagai yang dituju oleh undang-undang untuk 
dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan 
dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.  
Dalam UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (3) yang dimaksud dengan subjek 
pajak adalah:  
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di 
Indonesia.  
b. Badan atau perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 
Indonesia.  
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu-kesatuan menggantikan yang 
berhak.  
Adapun dalam Pasal 2 ayat (4) yang dimaksud subjek pajak luar negeri terdiri 
atas:  
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tingal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 
Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 
tetap di Indonesia.  
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 




yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia. 
 Objek pajak menurut (Gunadi dkk, 2000:50) adalah sasaran kena pajak 
dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Dengan demikian yang menjadi 
objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasala dari Indonesia 
maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Waib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk 
apapun. 
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 
Di dalam perpajakan menurut (Mardiasmo, 2002:7) dikenal tiga macam sistem 
pemungutan pajak, yaitu:  
a. Official Assessment System  
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  
Ciri-cirinya:  
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.  
2) Wajib Pajak bersifat pasif.  
3)  Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.  
b. Self Assessment System  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, 
tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 





1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 
Pajak sendiri.  
2. Wajib Pajak diharuskan aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang.  
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  
c. With Holding System  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 
memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Contohnya : PPh Pasal 21, 22, 23, 26 dan PPN. 
Dasar-dasar pemungutan pajak meliputi beberapa hal, yaitu:  
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).  
Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan, selanjutnya keadilan inilah 
sebagai asas atau dasar pemungutan pajak.  
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).  
Untuk menyatakan suatu keadaan, hukum pajak harus memberikan jaminan 
hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu pemungutan pajak harus 
didasarkan pada undang-undang.  
c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).  
Seperti pada uraian sebelumnya bahwa pajak mempunyai fungsi reguler dan 
fungsi budgetair. Pada asas atau dasar ekonomi ini lebih menekankan pada 
pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan masyarakat terus 
meningkat. Untuk itu pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat 
kelancaran ekonomi.  




Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan itu diharapkan seminimum mungkin, 
demikian pula beban yang dipikul oleh Wajib Pajak. 
2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak  
Terdapat beberapa hambatan menurut (Mardiasmo, 2002:9) dalam pemungutan 
pajak yang dapat dikelompokan menjadi:  
a. Perlawanan Pasif.  
Masyarakat enggan (pasif) menyampaikan atau melaporkan pembayaran pajak, 
yang disebabkan antara lain:  
1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.  
2) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. 
3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 
b. Perlawanan Aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 
ditujukan kepada Fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain:  
1) Tax avoidance yaitu usaha untuk meringkankan beban pajak dengan tidak 
melanggar undang-undang.  
2) Tax evasion yaitu uasaha meringkan beban pajak dengan cara melanggar 
undang-undang (menggelapkan pajak). 
2.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak  
A. Hak Wajib Pajak  
Mengenai hak-hak Wajib Pajak menurut (Mardiasmo, 2002:40) adalah 
sebagai berikut:  
1) Hak mengajukan keberatan  
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal 




a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).  
b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).  
c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).  
d) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).  
e) Pemotongan atau pemungutan pihak ketiga berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong 
atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang 
jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal 
surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya.  
2) Hak mengajukan banding.  
 Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan 
pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam 
Bahasa Indonesia, dengan alasan waktu tiga bulan sejak keputusan keberatan 
diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. apabila 
pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau 
seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah imbalan 
bunga 2% sebulan untuk selama-lamanaya 24 bulan.  





Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian dan meminta 
kembali pembayaran pajak dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak 
mempunyai hutang pajak yang terlebih dahulu.  
4) Hak penundaan pemasukan SPT Tahunan.  
 Penundaan pemasukan SPT Tahunan ini dilakukan oleh Wajib Pajak baik 
Orang Pribadi maupun Badan apabila tidak dapat menyiapkan laporan keuangan 
tahunan atau neraca perusahaan beserta daftar rugi laba dalam jangka waktu 
yang diperlukan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah teknis penyusunan 
neraca dan penyusunan laporan keuangan.  
5) Hak pembetulan atas SPT yang telah dimasukkan .  
 Wajib Pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri 
menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun 
pajak, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 
pemeriksaan.  
6) Hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak.  
 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur, mencicil, 
atau menunda pembayaran pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum 
pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang 
Bayar Tambahan.(SKPKBT) atau pada Surat Tagihan Pajak (STP). Untuk 
mendapatkan kelonggaran tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan 
yang telah ditentukan antara lain:  
a. Wajib Pajak benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.  
b. Wajib Pajak harus memberikan jaminan atas utang perpajakan yang 
berupa harta gerak maupun harta tak bergerak kepada Direktorat 




c. Wajib Pajak membayar bunga 2% perbulan atas tunggakan pajaknya.  
7) Hak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.  
 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang 
ternyata diadakan karena adanya kekhilafan dan bukan kesalahan Wajib Pajak, 
kepada Direktorat Jenderal Pajak permohonan harus disampaikan tertulis 
kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterbitkannya 
Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan 
menyebutkan alasan yang jelas.  
B. Kewajiban Wajib Pajak  
Kewajiban Wajib Pajak dalam ketentuan umum perpajakan no. 16 tahun 2000, 
antara lain:  
1) Kewajiban mendaftarkan diri  
 Setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal 
Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap orang 
pribadi yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) wajib mendaftarkan diri pada KPP dimana Wajib Pajak berdomisili atau 
berkedudukan dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian KPP memberikan 
NPWP kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.  
2) Kewajiban menyampaikan SPT   
 Setiap Wajib Pajak berkewajiban mengisi SPT, menandatangani dan 
menyampaikan pengembalian SPT pada KPP dimana Wajib Pajak berdomisili 
atau terdaftar. Batas pengembalian kembali SPT:  
(a) Untuk SPT Masa, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.  





3) Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak terutang.  
(a) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara 
atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan. 
(b) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan serta tata cara untuk 
mengangsur dan menunda pembayaran diatur oleh Menteri Keuangan.  
 Sarana yang diperlukan untuk menyetor pajak adalah mengisi formulir 
Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diperoleh di kantor-kantor pelayanan 
pajak atau tempat yang telah disediakan. Menteri Keuangan menentukan tanggal 
jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang yang suatu saat atau 
suatu masa pajak setelah terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Untuk 
setoran akhir harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 maret 
sebelum SPT tahunan disampaikan.  
4) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.  
(a) Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan yang dapat menyajikan 
keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung peredaran usaha, 
harga perolehan, penyerahan barang dan jasa, penghasilan neto, dan 
penghitungan jumlah pajak yang terutang.  
(b) Bagi Wajib Pajak yang dibebaskan dari kewajiban pembukuan, karena 
kemampuan belum memadai harus melakukan pencatatan sebagai dasar 
pengenaan pajak yang terutang (pembukuan sederhana), dengan 
menggunakan normaperhitungan penghasilan neto pembukuan dan 
pencatatan harus dilakukan dengan itikad baik dan mencerminkan 





(c) Syarat minimal pembukuan adalah catatan mengenai harta, catatan 
mengenai kewajiban atau hutang, catatan mengenai modal, catatan 
mengenai penjualan dan pembelian, dan catatan mengenai penghasilan 
dan biaya.  
5) Kewajiban pada waktu pemeriksaan  
 Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan atau 
menguji keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
Kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan adalah:  
(a) Memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang 
terutang pajak.  
(b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu.  
(c) Memberikan bantuan guna melancarkan pemeriksaan.  
(d) Memberikan keterangan yang diperlukan. 
2.1.7 Kewajiban dan Wewenang Fiskus 
 Aparatur pajak atau Fiskus memiliki beberapa wewenang dalam rangka 
menunjang pelaksanaan mekanisme dan peraturan perundang-undangan 
perpajakan diantaranya wewenang untuk menerbitkan surat ketetapan, 
melakukan penagihan pajak, mengadakan pemeriksaan dan penyidikan. Aparat 
pajak mempunyai kewajiban utama yaitu melayani, membina dan membimbing 






2.1.8 Surat Pemberitahuan (SPT) 
 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.  
A. Fungsi SPT  
Fungsi SPT dapat dilihat dari Wajib Pajak, pengusaha kena pajak atau 
pemotong/ pemungut pajak sebagai berikut:  
1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak penghasilan  
a) Sarana melapor dan mempertangungjawabkan perhitungan pajak yang 
sebenarnya terutang.  
b) Melaporkan pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri 
dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu 
tahun pajak atau bagian tahun pajak. 
c) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 
pemungutan atau pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 
satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 
2) Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak.  
a) Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah 
Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang yang 
sebenarnya terutang.  
b) Melaporkan perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.  
c) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan 





B. SPT lampiran  
Hal yang perlu dilampirkan dalam SPT:  
1) Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, SPT harus dilampiri atau di 
dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung 
besarnya penghasilan kena pajak.  
2) Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan, dalam SPT harus 
dilampiri atau dilengkapi peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang 
bersangkutan.  
C. Jenis SPT  
1) SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam 
satu masa pajak.  
2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam 
satu tahun pajak.  
D. Batas waktu penyampaian SPT  
Sesuai Pasal 3 ayat (3) undang-undang nomor 16 Tahun 2000 tentang 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa batas waktu penyampaian 
SPT diatur:  
1) Untuk SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.  






2.1.9 Tarif Pajak  
 Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan sebab keadilan dapat 
menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan 
masyarakat. Dalam penetapan tarif pun harus berdasarkan pada keadilan. 
Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase, yaitu: 
A. Tarif pajak proporsional atau sebanding.  
 Tarif pajak proporsional yaitu tarif berupa presentase tetap terhadap 
jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan barang kena pajak.  
B. Tarif pajak progresif  
 Tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang 
menjadi dasar pengenaannya semakin besar, misalnya tarif pajak penghasilan 
yang berlaku di Indonesia, yaitu: 
1. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Untuk Wajib Pajak Tarif Orang Pribadi 
Lapisan PKP Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp 50.000.000 5% 
Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 15% 
Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 25% 
Di atas Rp 500.000.000 30% 
Sumber: www.pajak.go.id 
2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar         
28% (dua puluh delapan persen). 
C. Tarif pajak degresif  
Tarif pajak degresif yaitu presentase tarif pajak yang semakin menurun 





D. Tarif pajak tetap.  
 Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) 
terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena 
itu besarnya pajak yang terutang tetap. 
2.1.10 Penghasilan Tidak Kena Pajak 
 Mulai 1 Januari 2015, Wajib Pajak Orang Pribadi akan mendapatkan 
kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 48% atau setara 
dengan Rp 11.700.000,00 menjadi Rp 36.000.000,00 setahun, dari sebelumnya 
sebesar Rp 24.300.000,00.  
Peningkatan PTKP diperoleh setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya 
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut 
dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan 
harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP 
tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif 
agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan 
konsumsi masyarakat.Perbandingan besarnya PTKP yang sebelumnya dengan 
yang saat ini berlaku adalah: 
Tabel 2.2 
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
PTKP Sebelum Sekarang 
Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 24.300.000,00 Rp 36.000.000,00 
Tambahan untuk WP kawin Rp 2.025.000,00 Rp 3.000.000,00 
Tambahan untuk tanggungan Rp 2.025.000,00 Rp 3.000.000,00 
Tambahan apabila penghasilan 
istri digabung dengan suami 





Meskipun diundangkan pada tanggal 29 Juni 2015, Peraturan Menteri 
Keuangan tersebut mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2015 sehingga akan 
menimbulkan konsekuensi sebagai berikut: 
1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. 
Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru; 
2. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015 yang 
telah dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama, harus dilakukan 
pembetulan dengan menggunakan PTKP baru. 
Dalam hal terdapat kelebihan setor akibat pembetulan SPT Masa PPh Pasal 
21 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015, dan agar manfaat kenaikan PTKP 
tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas maka pemberi kerja 
dapat mengkompensasikan kelebihan setor tersebut terhadap SPT PPh Pasal 21 
Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015 
2.2 Penghitungan angsuran PPh bagi Wajib Pajak Baru 
2.2.1 Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri 
Keuangan 
Ketentuan Wajib Pajak baru diatur pada penjelasan pasal 25 ayat (7) huruf a 
Undang-Undang PPh , yaitu Wajib Pajak yang mulai menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan. Ketentuan Wajib Pajak baru 
juga diatur pada pasal 1 angka 1 PMK 208/PMK.03/2009. 
 Wajib Pajak baru menurut Peraturan Menteri Keuangan ini adalah Wajib 
Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan 
dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Penghitungan 
besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak baru ini diatur pada pasal 2 




(1) Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar 
Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas 
penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). 
(2) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : 
a. dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung 
besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung 
berdasarkan pembukuannya; 
b. dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan 
tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan 
neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto. 
(3) Untuk Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal 
yang disetahunkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi 
terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
(4) Dalam hal Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
Wajib Pajak badan yang mempunyai kewajiban membuat laporan 
berkala, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar 
Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas 
proyeksi laba-rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang 






2.2.2 Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan Peraturan 
Menteri Keuangan 
 Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 
tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang 
Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 
(selanjutnya disebut PP 46 tahun 2013) dan ditindak lanjuti dengan 
dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang 
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PMK 107/PMK.011/2013) 
dijelaskan batasan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. 
Batasan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final diatur pada 
Pasal 2 PMK No.107/PMK.011/2013, yaitu: 
(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang 
memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat 
final. 
(2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk 
usaha tetap; dan 
b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa 
sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak 
melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 
dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 
(3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada 




a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; 
c. olahragawan; 
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;. 
f. agen iklan; 
g. pengawas atau pengelola proyek; 
h. perantara; 
i. petugas penjaja barang dagangan; 
j. agen asuransi; dan 
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau 
penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya. 
(4) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: 
a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik 
yang menetap maupun tidak menetap; dan 
b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum 
yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 
(5) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah: 




b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 
beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi        
Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 
 Pengertian peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak 
Penghasilan yang bersifat final dinyatakan pada pasal 3 PMK No. 
107/PMK.11/2013, yaitu: 
(1) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari 
Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. 
(2) Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar 
delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf b ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya 
termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari: 
a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3); 
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; 
c. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang 
bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan tersendiri; dan 
d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 
(3) Dalam hal peredaran bruto dari usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum 
Tahun Pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, pengenaan Pajak 
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah 





(4) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum 
Peraturan Menteri ini berlaku, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto 
dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan. 
(5) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya Peraturan Menteri 
ini, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama 
diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan. 
Contoh 1:  
Toko Andalan yang bergerak dibidang usaha industri pengolajan gula didirikan 
pada bulan Agustus 2013 dan pada tahun yang sama mendaftarkan diri sebagai 
Wajib Pajak badan di KPP Z. PT Andalan menggunakan tahun buku Januari-
Desember. Sampai dengan bulan Oktober 2015 PT Andalan masih terus 
melakukan kegiatan investasi dalam bentuk pembangunan pabrik dan instalasi 
mesin- mesin industri dan belum melakukan kegiatan operasi secara komersial. 
Pada tanggal 1 November 2015 PT Andalan mulai melakukan kegiatan operasi 
secara komersial berupa produksi gula dalam kemasan. Jika laporan laba rugi 
PT Andalan pada bulan November 2015 menyatakan peredaran bruto               
Rp 500.000.000,00 dan biaya-biaya fiscal Rp 400.000.000,00 
a. Berapa besar angsuran PPh pasal 25 bulan Agustus 2013 sampai dengan 
Oktober 2015? 
b. Berapa besaran angsuran PPh pasal 25 bulan November 2015? 
Jawaban: 
a. Masa Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2015, PT Andalan belum 




beroperasi secara komersial sehingga belum mempunyai penghasilan dan 
Pajak Penghasilan terhutang nihil (Undang-Undang PPh pasal 25). 
b. Angsuran PPh pasal 25 bulan November 2014 diatur sebagai berikut: 
Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (5), serta Pasal 7 
PMK.107/PMK.011/2013 maka terhadap PT Andalan dikenai Pajak 
Penghasilan berdasarkan tariff umum Undang-Undang PPh sampai dengan 
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial. Peraturan 
yang terkait dengan tariff umum undang-undang PPh Pasal 17, Pasal 25, dan 
Pasal 31 E; PMK208/PMK.03/2009 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2). 
Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 bulan November 2015 (saat mulai 
beroperasi secara komersial) berdasarkan penghasilan neto sebulan 
kemudian disetahunkan. 
Peredaran bruto     Rp 500.000.000,00 
Biaya-biaya fiskal     Rp 400.000.000,00 
Penghasilan Neto Fiskal sebulan   Rp 100.000.000,00 
Penghasilan Neto Fiskal sehatun   Rp 1.200.000.000,00 
Kompensasi Kerugian    Rp                 0,00 
Penghasilan Kena Pajak    Rp 1.200.000.000,00 
Peredaran Bruto sehatun adalah: 12 x Rp 500.000.000,00= Rp 6.000.000.000,00 
Karena jumlah peredaran bruto masih dibawah Rp 50.000.000.000,00 
setahun maka terhadap PT Andalan mendapat fasilitas Pasal 31 E undang-
undang PPh dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang. 








Pajak Penghasilan terutang: 50% x 25% x Rp 960.000.000,00 =                         
Rp 120.000.000,00 
Jika PT Andalan tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31 E undang-undang PPh 
dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang. 
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak 
memperoleh fasilitas: Rp 1.200.000.000,00 - Rp 960.000.000,00 =                    
Rp240.000.000,00 
Pajak Penghasilan terutang: 25% x Rp 240.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 
Jumlah Pajak Penghasilan terutang: 
Rp 120.000.000,00 + Rp 60.000.000,00 = Rp 180.000.000,00. 
Angsuran PPh Pasal 25 bulan November 2015: Rp. 180.000.000,00/12 =         
Rp 15.000.000,00 dan disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 
Desember 2015. 
Apabila sebagai mana dimaksud dalam contoh di atas jumlah peredaran bruto 
bulan November 2015 (saat mulai beroperasi secara komersial)                    
Rp 300.000.000,00 dan biaya-biaya fiscal sebesar Rp. 200.000.000,00. 
Jumlah peredaran bruto sehatun adalah: 12 x Rp 300.000.000,00 =                  
Rp 3.600.000.000,00 (masih dibawah Rp 4.800.000.000,00). Perhitungan 
angsuran PPh Pasal 25 bulan November 2015 tetap berdasarkan tariff umum 
Undang-Undang PPh seperti contoh PT Andalan di atas. 
Contoh 2: 
Tn. Bejo (subjek pajak dalam negeri) statusnya menikah dan mempunyai 3 orang 
anak, tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2015 memulai usaha bengkel 
mobil “Lari Cepat”. Jumlah penghasilan selama bulan September sebesar        




sebesar Rp 450.000.000,00. Berapa besaran angsuran PPh Pasal 25 bulan 
September 2015? 
Jawaban: 
Peraturan yang terkait adalah PMK No. 107/PMK.11.2013 Pasal 2 dan Pasal 3. 
Wajib Pajak baru terdaftar bulan September 2015 (setelah berlakunya PP 46 
tahun 2013 dan PMK 107/PMK.011/2013), maka pengenaan Pajak Penghasilan 
didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya 
penghasilan dari usaha yang disetahunkan. 
Peredaran bruto yang disetahunkan adalah : 
12 x Rp 500.000.000,00 = Rp 6.000.000.000,00 
Karena peredaran bruto yang disetahunkan sudah melebihi                 
Rp 4.800.000,00, maka penghitungan pajak penghasilan dihitung menggunakan 
tariff Pasal 17 Undang-Undang PPh. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 bulan 
September 2015 adalah:  
Peredaran Usaha bulan September 2015  Rp 500.000.000,00 
Biaya-biaya fiskal     Rp 450.000.000,00 
Penghasilan Neto Fiskal sebulan   Rp   50.000.000,00 
Penghasilan Neto Fiskal setahun   Rp 600.000.000,00 
PTKP : K/3      Rp   48.000.000,00 
Penghasilan Kena Pajak setahun   Rp 552.000.000,00 
PPh Wajib Pajak Orang Pribadi terutang: 
5%  x  Rp 50.000.000,00  = Rp     2.500.000,00 
15% x  Rp 200.000.000,00  = Rp   30.000.000,00 
25% x Rp 250.000.000,00 = Rp   62.500.000,00 
30% x Rp 52.000.000,00 = Rp   15.600.000,00 




Angsuran PPh Pasal 25 bulan September 2015 adalah: Rp 110.600.000,00/12 = 
Rp 9.126.666,66 dan paling lambat disetor ke Kas Negara tanggal 15 Oktober 
2015. 
Contoh 3: 
Tn. Kanai (subjek pajak dalam negeri) memulai usaha restoran ”Enak Lezat” 
pada bulan Agustus 2015. Peredaran usaha bulan Agustus Rp 300.000.000,00. 
Berdasarkan pembukuan, diketahui jumlah biaya-biaya fiskal sebesar               
Rp 250.000.000,00. Berapa besaran angsuran PPh Pasal 25 bulan Agustus 
2015? 
Jawaban: 
Peredaran bruto yang disetahunkan adalah: 12 x Rp 300.000.000,00 =             
Rp 3.600.000.000,00. 
Karena peredaran bruto yang disetahunkan belum melebihi                             
Rp 4.800.000.000,00 maka terhadap penghasilan bruto tahun 2015 dikenai Pajak 
Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%. 
PPh terutang bulan Agustus 2015 adalah: 1% x Rp 300.000.000,00 =               
Rp 3.000.000,00 dan tidak ada angsuran PPh Pasal 25. 
2.3 Definisi UMKM dalam Perpajakan 
 Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis 
pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dominasi ini seharusnya juga 
tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa 
sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar yang 
jumlahnya kurang dari 1%.  
Pengawasan yang dilakukan DJP, karenanya, lebih fokus pada wajib 




dilakukan. Di sisi lain, kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah. Menjadi 
tantangan bagi DJP, bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi 
penerimaan dari pelaku UMKM ini. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran 
tentang terobosan yang dapat dilakukan DJP dalam menangani UMKM. 
2.3.1 Peran UMKM dalam Perekonomian 
 Dalam studi tentang UMKM, selalu dibahas bagaimana peran UMKM 
terhadap perekonomian secara umum. Pada umumnya, studi tersebut 
menyimpulkan bahwa UMKM berperan secara signifikan pada (1) peningkatan 
pertumbuhan ekonomi dan (2) penyediaan lapangan pekerjaan. Sebagai contoh, 
dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi di Jepang dan penciptaan lapangan 
pekerjaan di Amerika Serikat pasca perang dunia kedua (Partomo, 2004). 
Siapakah UMKM ini? Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil 
adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki 
hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1 milyar. 
 Di Indonesia, data statistik menujukkan betapa signifikannya peran 
UMKM terhadap perekonomian nasional. Menurut data BPS tahun 1998, dalam 
periode 4 tahun mulai tahun 1994, secara rerata, lebih dari 99% jumlah 
pengusaha yang ada adalah pengusaha pelaku UMKM (industri sekala kecil). 
Mereka menyediakan 66% lapangan pekerjaan dengan nilai produksi mencakup 
lebih dari 88% dari total nilai produksi yang dihasilkan dan meliputi hampir semua 
sektor usaha: sektor pertanian (57,9%), sektor industri pengolahan (6,9%), sektor 




 Data ini semakin meningkat setelah tahun 1998. Perkembangan pelaku 
UMKM pasca 1998 disebabkan sebagian besar pelaku UMKM dapat bertahan 
dalam krisis ekonomi 1997-1998 dan bahkan jumlahnya cenderung bertambah. 
Ada beberapa faktor yang ditengarai menyebabkan pertambahan pelaku UMKM 
pasca krisis ekonomi. Partomo (2004) mengidentifikasi setidaknya empat hal: 
1. produk UMKM umumnya barang konsumsi dengan elastitas permintaan 
terhadap pendapatan yang rendah sehingga ketika terjadi perubahan 
tingkat pendapatan (penurunan) akibat krisis ekonomi tidak banyak 
berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. 
2. sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank sehingga mereka 
terhindar dari beban biaya bunga tinggi akibat adanya peningkatan suku 
bunga ketika terjadi krisis di sektor perbankan. 
3. hambatan keluar-masuk dalam industri yang ditekuni pelaku UMKM 
hampir tidak ada. 
4. dengan adanya krisis ekonomi menyebabkan sektor formal banyak 
memberhentikan pekerjanya. Para penganggur ini akhirnya memasuki 
sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, 
akibatnya jumlah pelaku UMKM meningkat. 
 Meski jumlah pelaku UMKM banyak dan signifikan kontribusinya pada 
perekonomian nasional, pada umumnya para pelaku UMKM ini mengalami 
beberapa permasalahan dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan 
tersebut biasanya terkait dengan pengelolaan usaha (manajemen), skala 






2.3.2 Peluang dan Tantangan Perpajakan UMKM 
 Melihat besarnya peran UMKM dalam perekonomian, menarik untuk 
melihat bagaimana peran pelaku UMKM ini dalam penerimaan pajak. Dengan 
menggunakan data statistik BPS di atas sebagai proxy, maka dapat dikatakan 
bahwa 99% dari lebih kurang 20 juta wajib pajak terdaftar adalah UMKM. Namun 
demikian, porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini relatif kecil mengingat 
sebagian besar penerimaan pajak didominasi dari wajib pajak besar yang 
jumlahnya kurang dari 1%. Berdasarkan fakta tersebut, potensi penerimaan 
pajak dari pelaku UMKM sebenarnya masih tinggi. 
 Namun demikian, penarikan pajak dari sektor UMKM bukanlah satu hal 
yang mudah. Tidak hanya di Indonesia. Di negara lain, baik negara maju maupun 
negara berkembang, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang hard to 
control dari sisi kepatuhan pajak. 
 Sebuah studi tentang administrasi pajak untuk UMKM di Amerika Latin 
(2000) menegaskan bahwa serangkaian strategi harus dilakukan oleh 
administrasi pajak, dengan tetap mengedepankan biaya kepatuhan yang rendah, 
untuk memastikan kepatuhan pelaku UMKM. Demikian juga halnya satu studi 
yang dilakukan oleh Bank Dunia (2005). 
Rendahnya kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM terkait dengan beberapa 
hal: 
1. Pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga. Berdasarkan 
pengamatan, kebanyakan pelaku UMKM dari kelompok ini kurang atau 
tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku. Termasuk di 
dalamnya ketentuan perpajakan. Ketidakpedulian timbul, salah satunya, 
karena ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. 




memperoleh NPWP, lebih banyak karena kebutuhan lain, seperti 
pengurusan perijinan dan urusan perbankan bukan karena kesadaran 
bahwa mereka harus berNPWP.  
2. Pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha (self employment). 
Jenis pelaku usaha ini mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh 
dibandingkan dengan karyawan, dimana atas penghasilan yang diperoleh 
telah dipotong pajak pada saat dibayarkan (with holding). Orang pribadi 
swa-usaha akan melaporkan seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya 
dalam SPT. Namun, masih awamnya pelaku UMKM mengenai 
perpajakan menjadikan mereka masuk dalam kelompok tidak patuh. 
Selain itu, tidak adanya data lain yang ada di kantor pajak sebagai 
penguji penghasilan yang dilaporkan akan memberikan insentif pada 
wajib pajak swa-usaha untuk melaporkan penghasilan secara tidak benar. 
3. Pelaku UMKM biasa bergerak di sektor informal, sehingga catatan yang 
ada atas pelaku UMKM dan transaksi yang dilakukannya relatif tidak ada. 
Hal ini menimbulkan kesulitan bagi administrasi pajak untuk mengawasi 
kepatuhan pajak pelaku UMKM. Karena bergerak di sektor informal, ini 
juga menyebabkan minimnya kesadaran pelaku UMKM untuk 
berkontribusi pada penyediaan barang dan jasa publik yang berdampak 
pada rendahnya kepatuhan pajak. 
 Rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM, sementara mereka 
mendominasi peran dalam perekenomian menimbulkan efek pada rasa keadilan. 
Pelaku UMKM yang tidak terdaftar dalam administrasi pajak, misalnya, akan 
menjual barang yang sama dengan harga yang lebih rendah dibandingkan 
dengan pelaku usaha lain yang terdaftar. Pelaku usaha yang terdaftar harus 




pelaku usaha yang tidak terdaftar tidak harus melakukannya, untuk barang yang 
sama. 
 Di pihak lain, pelaku usaha yang terdaftar harus menyisihkan penghasilan 
yang diperoleh untuk membayar PPh terutang, sementara pelaku usaha yang 
tidak terdaftar dapat menikmati seluruh penghasilan yang diperolehnya. 
Distorsi yang terjadi antara pelaku usaha yang terdaftar dengan pelaku usaha 
yang tidak terdaftar ini, dalam jangka panjang, akan mengurangi kemampuan 
pelaku usaha yang terdaftar dalam persaingan di pasar. 
 Distorsi juga akan menimbulkan disinsentif bagi kepatuhan pajak pelaku 
usaha terdaftar. Untuk mampu bersaing dalam pasar dengan pelaku usaha yang 
tidak terdaftar, mereka akan cenderung untuk menyelewengkan kewajiban 
perpajakan, misalnya tidak memungut PPN atau tidak membayar pajak terutang. 
Menjadi tantangan bagi administrasi pajak untuk bagaimana membuat para 
pelaku usaha UMKM yang belum patuh pajak menjadi pelaku yang patuh dan 
pelaku usaha yang sudah patuh untuk tetap patuh. 
2.4 Sistem Self-Assessment dalam Perpajakan di Indonesia 
 Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara terus 
mengalami peningkatan yang signifikan semenjak diberlakukannya undang-
undang perpajakan tahun 1984. Pada saat itu pemerintah melakukan reformasi 
perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment yang sebelumnya 
menggunakan sistem official assessment dalam pemungutan pajak. 
 Dari ketiga sistem pemungutan pajak, di Indonesia pelaksanaan sistem 
official assessment telah berakhir pada tahun 1967. Dari tahun 1968-1983 di 
Indonesia masih menggunakan sistem semi self assessment dan with holding. 




dalam sistem pemungutan pajak Indonesia, yaitu dalam diberlakukannya 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984. Perubahan ini 
dimaksudkan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak dalam sistem perpajakan 
nasional. Implementasi dari perubahan sistem ini dirasakan sangat berat karena 
pada saat itu:  
a. Masyarakat belum siap untuk menjadi subjek dalam sistem perpajakan 
nasional.  
b. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan sendiri 
sebenarnya masih belum siap untuk melaksanakan sistem self 
assessment.  
c. Prasarana, sarana, dan data base yang diperlukan untuk menggali 
informasi dari Wajib Pajak masih belum memadai.  
 Reformasi perpajakan pertama, walaupun dilihat dari sisi peningkatan 
penerimaan negara menunjukan peningkatan yang sangat berarti jika dilihat dari 
strukturnya cenderung progresif, namun masih ada beberapa masalah yang 
perlu diperhatikan, antara lain:  
1. Reformasi perpajakan ternyata belum mampu memperkecil presaentase 
bantuan luar negeri.  
2. Masih belum banyak mengantisipasi aktivitas ekonomi yang semakin 
global.  
3. Belum dapat mengantisipasi upaya-upaya penghindaran pajak. 
Sedangkan pada reformasi yang kedua diarahkan untuk mengatasi 
permasalahan yang ada pada reformasi pertama. Karena telah melahirkan 
ketentuan perpajakan yang lebih akomodatif terhadap perubahan eksternal 




penerimaan negara. Pada tahun 1991 telah ada UU. No. 7 Tahun 1991 tentang 
perubahan atas UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh. Kemudian diubah pada 
Tahun 1994 dengan UU No. 10 Tahun 1994, dan terakhir diubah kembali dengan 
UU No. 17 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. 
 Sistem self assessment mewajibkan Wajib Pajak untuk 
menyelenggarakan pembukuan yang akan digunakan sebagai dasar untuk 
menghitung pajak terutangnya. Wajib Pajak kemudian melaporkan pajak 
terutangnya tersebut, beserta pembayaran-pembayaran yang dilakukan (seperti 
cicilan PPh, pajak masukan, dan lain sebagainya) kepada pemerintah RI dalam 
hal ini Dirjen pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT). 
Sistem self assessment memberikan hak dan kewajiban kepada Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. 
 Penerapan sistem self assessment menyebabkan peranan fiskus hanya 
sebagai fasilitator dan pengawas atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban 
perpajakan oleh Wajib Pajak, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak 
menjadi sangat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib 
Pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2.5 Optimalisasi Penerimaan Pajak 
1. Pengertian Optimalisasi Penerimaan Pajak  
a. Optimalisasi atau optimum yaitu yang terbaik, yang paling menguntungkan.  
b. Optimalisai penerimaan pajak dapat diartikan bahwa penerimaan pajak 
yang optimal (yang paling menguntunkan bagi negara).  
2. Cara-Cara Untuk Mencapai Optimalisasi Penerimaan Pajak  




  Karena fungsi yang tidak memberikan jasa timbal balik (kontraprestasi) 
secara langsung kepada Wajib Pajak membuat Wajib Pajak enggan untuk 
membayar karena kegunaannya tidak dirasakan langsung oleh Wajib Pajak. 
Maka dari itu tugas fiskus adalah memberikan pengertian dan arahan 
kepada Wajib Pajak bahwa pajak itu nantinya juga akan berguna bagi 
mereka dan pembangunan negaranya. Jika kesadaran untuk membayar 
pajak sudah ada pada diri Wajib Pajak maka jumlah obyek akan bertambah 
kalau Wajib Pajak sudah bertambah maka secara otomatis akan dapat 
mengoptimalkan penerimaan pajak.  
b. Penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak.  
Bimbingan dan penyuluhan dari aparat pajak diperlukan agar Wajib Pajak 
bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik. 
2.6 Kerangka Penelitian 
 Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ilham Teruna Bakti 
(2007) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap 
Optimalisasi Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan. Berkesimpulan 
bahwa ditinjau dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat, 
maka dapat diketahui ada pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem self 
assessment terhadap optimalisasi penerimaan pajak (dalam hal ini PPh Pasal 25 
untuk Wajib Pajak Badan) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 
Kramat Jati. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, karena Xh2 > Xα2 
dengan taraf signifikan atau derajat kesalahan 5% = 9,488 yaitu 13,48 > 9,488. 
Dengan demikian hipotesa yang menyatakan bahwa “Ada pengaruh yang 
signifikan antara penerapan sistem self assessment terhadap optimalisasi 




Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati” terbukti kebenerannya, 
berdasarkan data yang diperoleh dari 30 Wajib Pajak Badan yang terdaftar dari 
tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 yang dijadikan sampel, terdapat 16 Wajib 
Pajak Badan (53,3%) dikategorikan menerapkan sistem self assessment secara 
aktif kemudian 14 Wajib Pajak Badan (46,7%) lainnya menerapkan sistem self 
assessment secara pasif. Dan optimalisasi penerimaan pajak, dari hasil data 
yang diperoleh dari 30 Wajib Pajak Badan yang terdaftar dari tahun 2003 sampai 
dengan tahun 2007 yang dijadikan sampel. 
 Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antariksa Budileksana 
(2001) yang berjudul Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong 
Kepatuhan Wajib Pajak berkesimpulan bahwa berdasarkan sistem self 
assessment Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban 
perpajakannya. sebagai konsekuensi logis dari sistem tersebut, Direktorat 
Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dengan tujuan utama untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu pemeriksaan akan dilakukan terus dengan 
meningkatkan mutu atau kualitas pemeriksaan maupun pemeriksa yang ada, 
disertai penyempurnaan ketentuan yang berlaku. Dari pihak Wajib Pajak sendiri 
dituntut peran serta aktif, agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara 
efektif. Dengan adanya pemerikasaan pajak memungkinkan diperolehnya umpan 
balik guna meningkatkan pamahamannya tentang penerapan peraturan 
perpajakan yang benar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerikasaan tanpa dukungan dari 





 Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lea Endang 
Wahyuningsih (2002) yang berjudul Keefektifan Pengawasan Pembayaran PPh 
Pasal 25 dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak (KPP Kebayoran Lama) 
yang berkesimpulan bahwa penerimaan PPh Pasal 25 tahun 2000 untuk Wajib 
Pajak mengalami peningkatan sebesar 2,28% dari 7,33% pada tahun 2000 
menjadi 10,21% pada tahun 2001. Beberapa kendala yang dihadapi dalam 
pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 adalah masalah masalah kepatuhan 
WP, tingkat kepatuhan mengalami peningkatan sebesar 0,32% dari 50,38% pada 
tahun 2000 menjadi sebesar 50,70% pada tahun 2001. Tingkat pembayaran PPh 
Pasal 25 secara keseluruhan pada tahun 2000 dari 2001 masing-masing adalah 
25,56%, dan 12,285, sedangkan pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 secara 
keseluruhan pada tahun 2000 adalah 6,17% dan pada tahun 2001 sebesar 
8,87% dari perbandingan antara tingkat pengawasan terhadap Wajib Pajak 
Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan 
yang dilakukan oleh seksi PPh Badan lebih tinggi daripada seksi perorangan. 
Pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan 500 
besar secara keseluruhan pada tahun 2000 menurun 4, 36% dari 77, 86% 
menjadi 73,50%. Sedangkan tingkat pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 
Orang Pribadi mengalami peningkatan sebesar 13,75% dari 65,55% menjadi 
79,30% tahun 2001. Peranan penerimaan PPh Pasal 25 dari WP 500 besar 
terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan pada tahun 2000 dan 2001 masing-
masing adalah 97,27% dan 96,85%. Sedangkan peranan penerimaan PPh Pasal 
25 dari 500 besar Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2000 dan 2001 adalah 
91,84% dan 91,62%.  
 Dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Sunarni (2004) yang 




dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kebayoran Lama 
adalah mengingat pentingnya peranan pajak penghasilan PPh Pasal 25, maka 
diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. 
Tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 Badan masih sangat rendah, hal 
ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada 
tahun 2001 yaitu sebesar 52,29% dan pada tahun 2002 sebesar 57,54%, 
walaupun mengalami peningkatan, namun tingkat kepatuhan masih dikatakan 
sangat rendah karena belum memenuhi target atau rencana yang ditetapkan. 
Dalam metodelogi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dalam bentuk 
keterangan-keterangan yang sesuai dengan materi atau data-data dan dalam 
teknik pengumpulan data yang dipakai ialah studi kepustakaan dan lapangan 
dimana dilakukan observasi dan quesioner.  
 John Hutagaol (2004) dalam jurnal berjudul Self Assessment: 
Implementasi dan Kendalanya, menjelaskan bahwa dalam sistem self 
assessment, peran serta masyarakat di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 
sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam keberhasilan 
pengumpulan pajak. Agar Wajib Pajak membayar pajak sesuai ketentuan maka 
diperlukan alat monitoring yaitu data.  
 Dalam kenyataannya, data mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak 
tersebar di berbagai instansi/lembaga pemerintahan dan swasta dan tidak 
terintegrasi. Selain itu, Wajib Pajak memiliki nomor identitas yang beragam dan 
belum memiliki identitas tunggal.  
2.7 Hipotesis Penelitian 
 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang 




dibedakan menjadi dua macam yaitu: hipotesis tentang hubungan dan hipotesis 
tentang pengaruh. Hipotesis tentang hubungan adalah hipotesis yang 
menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih. 
Hipotesis ini biasanya digunakan pada penelitian korelasi. Sedang hipotesis 
tentang pengaruh ialah hipotesis yang menyatakan pengaruh satu variabel 
dengan variabel yang lain atau pengaruh suatu variabel tertentu pada kelompok 
yang berbeda, hipotesis ini digunakan pada penelitian kausal. 
 Untuk metode penelitian kausal yang digunakan dalam penelitian ini, 
apakah ada pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem self assessment 
terhadap optimalisasi penerimaan pajak (dalam hal ini PPh Pasal 4(2)) 
menggunakan hipotesis tentang pengaruh, yaitu yang ditentukan dalam bentuk : 
H1 =  Ada pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem self assessment 





3.1 Rancangan Penelitian 
 Proses pada penelitian ini dilakukan secara bertahap, mulai dari 
perancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, menetapkan teori-teori 
sebagai dasar dalam interpretasi hasil, menetapkan waktu penelitian, 
mengetahui jenis data yang diperlukan, mengumpulkan data, menganalisis data 
dan kemudian menyajikan hasil  analisis sebagai hasil penelitian.Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kausal. Berdasarkan pernyataan Zainal Arifin 
(2012: 46) didalam bukunya yang berjudul Penelitian Pendidikan Metode dan 
Paradigma Baru, studi komparatif (comparative study) atau studi kausal 
komparatif (causal comparative study) merupakan jenis penelitian yang 
digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu 
variabel tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab-
akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan 
mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. 
3.2 Tempat Penelitian 
 Penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Makassar Selatan. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara 
mengadakan wawancara dan pengisisan angket (kuesioner) kepada Wajib Pajak 
Badan di KPP Prartama Makassar Selatan. Adapun penelitian ini akan 
membahas mengenai penerapan sistem self assessment terhadap optimalisasi 
penerimaan Pajak PPh Pasal 4 (2) apakah mempunyai pengaruh yang signifikan 




3.3 Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan atau wajib pajak dengan 
peredaran usaha tertentu yang membayarkan pajak PPh pasal 4 (2) sebanyak 
60 wajib pajak dari 600 wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. 
Teknik pengambilan sampel penelitian yang dipakai yaitu simple random 
sampling technique terhadap Wajib Pajak KPP Pratama Makassar Selatan.  
3.4 Jenis dan Sumber Data 
 Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. 
Sumber data primer yang dimaksud berupa kuesioner-kuesioner yang akan 
dibagikan kepada wajib pajak yang berada di KPP Pratama Makassar Selatan. 
Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud berupa dokumen-dokumen 
yang berasal dari KPP Pratama Makassar Selatan.  
3.5 Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian lapangan (field research) adalah metode yang dikumpulkan dari 
observasi dan wawancara. Dari penelitian ini diperoleh data primer dan 
data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari KPP Pratama 
Makassar Selatan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan skripsi 
ini, misalnya dengan wawancara dan pengisisan angket (kuesioner) kepada 
Wajib Pajak di KPP Prartama Makassar Selatan. Sedangkan data sekunder 
berupa data yang dapat langsung dimanfaatkan dan telah disediakan oleh 
pihak KPP Prartama Makassar Selatan.  
2. Penlitian kepustakaan (library research) adalah studi yang dilakukan untuk 
memperoleh dan mengumpulkan data yang bersifat teoritis. Dengan kata 




referensi, pedoman (UU), catatan-catatan (diktat) perkuliahan, artikel, 
majalah, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan 
permasalahan.  
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel-variabel utama dalam penelitian ini adalah:  
1. Sistem self assessment yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak terutangnya.  
2. Optimalisasi penerimaan pajak yaitu yang terbaik, yang paling 
menguntungkan, dalam hal ini penerimaan pajak yang optimal 
(menguntungkan bagi negara).  
Didalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau independent variable 
and variabel tergantung atau dependent variable, yaitu:  
1) Variabel x1 (independent) = Penerapan sistem self-assessment 
2) Variabel y (dependent) = Optimalisasi penerimaan PPh Pasal 4 (2).  
 Untuk tujuan pengukuran variabel digunakan X sebagai representasi 
pengolahan SPT dan Y sebagai representasi optimalisasi penerimaan pajak 
penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kewajiban pajak 
pada Kantor Pelayanan Pajak. 
3.7 Teknik Analisis Data 
Tahap analisis data yang akan dilakukan adalah:  
3.7.1 Analisis Data Deskriptif  
 Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan 
pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data 




deviasi), distribusi, dan representasi bergambar (grafik), tanpa rumus 
probabilistik apapun (Dodge, 2006). Selanjutnya analisis yang dapat dilakukan 
dalam penelitian ini merupakan analisis menggunakan uji frekuensi. Frekuensi 
suatu distribusi data penelitian dinyatakan dengan ukuran absolut (f) atau 
proporsi (%) dan dapat menggunakan tabel numerik atau grafik (Indriantoro dan 
Supomo, 2002: 171). 
3.7.2 Uji Kualitas Data 
3.7.2.1 Uji Validitas  
 Validitas menunjukkan sejauh mana ketetapan penggunaan alat ukur. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur 
apa yang hendak diukur. Menurut Arikunto (2006: 168), validitas adalah suatu 
ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahan suatu 
instrumen.  
3.7.2.1 Uji Reabilitas  
 Ghozali (2006: 45) berpendapat bahwa reliabilitas adalah alat untuk 
mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat pengukuran konstruk atau 
variabel. Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam 
mengukur suatu gejala/kejadian. 
3.7.3 Pengujian Hipotesis 
3.7.3.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 
 Analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear 
sederhana adalah suatu analisis yang digunakan oleh peneliti bila peneliti 
bermaksud meramalkan bagaimana pengaruh satu variabel independen (X) 
terhadap variabel dependen (Y). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah 




yaitu sistem self-assessment terhadap variabel dependen atau terikat yaitu 
optimalisasi penerimaan pajak. Rumus regresi linear sederhana yang digunakan 
dalam penelitian ini: 
Y = a + bX + e 
Keterangan 
Y : Optimalisasi penerimaan pajak 
a : Kontanta 
b : Koefisien regresi dari variabel sistem self-assessment 
X : Sistem self-assessment 
e : error 
3.7.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen. Dilihat dari seberapa besar nilai koefisien 
determinasi (R2). R2 atau R square menjelaskan seberapa besar variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel 
dependen. 
3.8.4.2 Uji Parsial (Uji T) 
Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independent 
yang terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel 
dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t 
tabel. Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikasi 5% 






n = Jumlah responden 
k = Jumlah variabel 
Kriteria pengujian yang digunakan adalah : 
Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak 






 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem 
self-assessment terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 4 (2) terkait PP 
No.46 Tahun 2013 atas penghasilan dari wajib pajak dengan peredaran usaha 
tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, 
dengan menggunakan perhitungan regresi sederhana yang menyatakan bahwa 
sistem self-assessment sebagai variabel independen mempunyai pengaruh 
sebesar 45,2% terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Nilai signifikansi untuk 
variabel sistem self-assessment menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan 
sebesar 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,391 lebih besar dari t tabel sebesar 2,002 
yang berarti bahwa hipotesis diterima atau penerapan sistem self-assessment 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Maka 
kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah penerapan sistem self-
assessment meningkatkan optimalisasi penerimaan PPh pasal 4 (2). 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagi Dirjen Pajak (Pemerintah) 
a. Untuk lebih mempermudah tata cara pelaporan pajak dan lebih 





b. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi dalam menyebarkan peraturan-
peraturan perpajakan terbaru yang meliputi tata cara penghitungan 
dan pelaporan pajak terutang, tarif pajak yang berlaku, sanksi atau 
denda yang berlaku agar masyarakat atau wajib pajak dapat 
mengetahui dan memahami peraturan-peraturan perpajakan yang 
berlaku. 
c. Fiskus memberikan layanan yang terbaik bagi wajib pajak sehingga 
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
d. Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap 
melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat 
Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan wajib pajak 
agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus. Fiskus juga diseleksi 
dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar 
fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya. 
2. Bagi Wajib Pajak 
a. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam 
menopang pembangunan maka sudah seharusnya kita patuh dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan. 
b. Dari hasil analisis data diketahui bahwa variabel pemahaman 
peraturan pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan 
wajib pajak, maka disarankan sebaiknya para wajib pajak lebih 
memperluas pengetahuannya tentang peraturan perpajakan agar 
dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di 
kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara wajib pajak aktif 





3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat 
menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian 
ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam 
penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan 
variabel bebas. 
b. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah indikator (jumlah item 
pertanyaan) untuk setiap variabel penelitian, agar hasil penelitian lebih 
baik lagi. 
c. Untuk memperbanyak jumlah responden dan juga memperluas ruang 
lingkup penelitian, hal ini agar dapat memperoleh jawaban dan hasil 
penelitian yang sesuai. 
d. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi 
dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali 
semua hal yang menjadi tujuan penelitian dan penggantian teknik 
pengambilan sampel penelitian. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebegai berikut: 
a. Penelitian ini terbatas hanya dilakukan di KPP Makassar Selatan, 
sehingga penelitian ini hanya dapat mencerminkan tingkat kepatuhan 
wajib pajak di KPP Makassar Selatan. Diperlukan kehati-hatian dalam 
memaknai hasil penelitian ini untuk menghindari generalisasi terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak. 
b. Penelitian ini hanya meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak dengan 




hanya berlaku untuk wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu 
tidak termasuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. 
c. Peneliti hanya menggunakan instrumen kuesioner sehingga belum 



























Arifin, Zainal. 2012. "Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru". 
 Bandung: Remaja Rosdakarya. 
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 
 Jakarta: Rineka Cipta. 
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan. 2014. 
 (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-
 pajak/20237-penghitungan-angsuran-pph-pasal-25-bagi-wajib-pajak-
 menurut-peraturan-menteri-keuangan-nomor-208-pmk-03-2009, diakses 
 31 Agustus 2015). 
Bakti, Ilham Teruna. 2007. "Sistem Self Assessment Terhadap Optimalisasi 
 Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan". UIN Syarif Hidayatullah. 
 Jakarta. 
Brotodiharjo, Santoso. 2000 “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”. Refika Aditama. 
 Bandung.  
Budileksama, Antariksa. 2001. “Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk 
 Mendorong Kepatuhan Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 2 
 Nomor 1. Universitas Trisakti. Jakarta.  
Burton, Richard dan Wirawan B. Ilyas. 2001. “Hukum Pajak”. Edisi 1. Salemba 
 Empat.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2012. Pedoman Penulisan Skripsi. Makassar. 
 Universitas Hasanuddin. 
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 
 Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
Gunadi. 2001. “Perpajakan”. Lembaga Penerbit FEUI. Edisi Revisi. Jakrta.  
Hutagaol, John. 2005. “Self Assessment : Implementasi dan Kendalanya”. Jurnal 




Mardiasmo. 2002. “Perpajakan”, Edisi Revisi Tahun 2002. PT Andi Offset, 
 Yogyakarta.  
Nurmantu, Safri. 2003. "Pengantar Perpajakan". Jakarta: Granit. 
Pajak.go.id. 2012. "Seri PPh - Tarif PPh Pasal 17", (online), 
(http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-pasal-17, di akses 14 
September 2015). 
Pajak.go.id. 2015. “Mulai 1 Januari 2015, Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib 
Pajak Orang Pribadi 36 Juta Setahun”, (online), 
(http://www.pajak.go.id/content/mulai-1-januari-2015-penghasilan-tidak-
kena-pajak-wajib-pajak-orang-pribadi-36-juta-setahun, di akses 1 Mei 
2016). 
Rakhmad, Basuki. 2015."Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM melalui 
Kehumasan", (online), (http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-
potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan-0, di akses 2 September 
2015). 
Suhartono, Rudi dan Wirawan B. Ilyas. 2007. “Panduan Komprehensif dan 
praktis pajak penghasilan”. Lembaga Penerbit FEUI.  
Sunarni. 2005. “Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Pajak PPh Pasal 25 
 Badan  Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP 
 Kebayoran Lama”. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Perpajakan Indonesia. 
 Jakarta.  
Wahyuningsih, Lea Endang. 2005. “Keefektifan Pengawasan Pembayaran PPh 
 Pasal 25 dan Pengaruhnya Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak 
 (KPP  Kebayoran Lama)”. Skripsi Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. 
 Jakarta.  









Nama    : Ferdy Lemido 
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 11 Mei 1991 
Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
Alamat    : Jln. Malengkeri No.22c 
Telepon   : 089644194224 
E-mail    : ferdylemido@yahoo.com 
Riwayat Pendidikan 
- Pendidikan Formal 
- SD. Budi Kasih Makassar 
- SMP. Ujung Pandang “disamakan” Makassar 
- SMA. Frater Kumala Makassar 
Riwayat Prestasi 
- Prestasi Akademik 
 







Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
       Makassar,  2016 
 
 







Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner berikut yang 
berkaitan dengan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Self 
Assessment Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) 
terkait PP No 46 Tahun 2013 atas penghasilan Wajib Pajak dengan Pengusaha 
Peredaran Tertentu(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak X)”. Keberhasilan 
penelitian ini sangat tergantung pada partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab 
pertanyaan. Oleh karena itu, atas partisipasi Bapak/Ibu menjadi responden 
dalam penelitian ini. Atas semua kerjasamanya saya ucapkan terima kasih yang 
setingi-tingginya. 
Hasil penelitian ini akan dijadikan karya tulis dalam bentuk skripsi yang 
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. 
Bapak/Ibu dimohon untuk menjawab atas dasar kuesioner yang tersedia 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan 
tidak akan mengurangi ataupun menambah penilaian terhadap perusahaan. 
Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada kolom yang telah 
disediakan. 
 









(Berilah tanda centang “X ” atas jawaban anda dari pilihan yang tersedia 
atau mengisi titik – titik yang kosong) 
Data Responden : 
1. Apakah anda memiliki NPWP? : 
a. Ya 
b. Tidak 
2. Apa pendidikan terakhir anda? 
a. Tidak Lulus SMA     c. Lulus Diploma/Sarjana 
b. Lulus SMA 
3. Sudah berapa lama anda memiliki NPWP 
a. kurang dari 1 Tahun    c. Lebih dari 3 Tahun 
b. 1 Tahun s/d 3 Tahun 
4. Apakah jenis usaha yang anda miliki? 
a. Usaha Dagang     c. Lainnya ………………. 
b. Usaha Jasa (contoh: Bengkel)    
5. Berapakah Omzet per tahun yang diperoleh dari usaha anda? : 
a. Sampai dengan Rp 100.000.000 
b. >Rp 100.000.000 s/d Rp 2.500.000.000 
c. >Rp 2.500.000.000 s/d Rp4.800.000.000 
 
 
Variabel pelaksanaan sistem self assessment pada pajak penghasilan pasal 4 





Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang telah 
di sediakan 
No Pertanyaan Jawaban 
Tidak 
Pernah 
Jarang Biasa Sering Selalu 
1 Apakah Bapak/Ibu melakukan 
penyampaian sendiri atas SPT? 
     
2 Apakah Bapak/Ibu melakukan 
pengisian sendiri atas SPT? 
     
3 Apakah Bapak/Ibu menghitung 
sendiri pajak terutang anda? 
     
4 Apakah Bapak/Ibu selalu 
menyetorkan/membayar PPh Pasal 
4 (2)? 
     
5 Apakah Bapak/Ibu membayar tepat 
waktu? 
 
     
6 Apakah Bapak/Ibu melaporkan 
pembayaran pajak yang telah 
dilaksanakan? 
     
7 Apakah Bapak/Ibu pernah 
mendapat surat himbauan pajak? 













Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang telah 
di sediakan 









1. Sebagai wajib pajak 
mengetahui pentingnya 
kepemilikan NPWP 
sebagai identitas wajib 
pajak. 
     
2. Anda mengetahui wajib 
pajak harus melakukan 
pembayaran 
pajak sesuai peraturan 
pajak yang berlaku. 
     
3. Anda mengetahui dan 
telah melakukan 
Penyampaian SPT 
Masa dan Tahunan 
secara rutin merupakan 
kewajiban sebagai 
wajib pajak. 
     
4. Anda selalu mengisi 
SPT dengan benar dan 
lengkap sesuai 
dengan ketentuan 
perundang - undangan. 
     
5. Anda mengerti tentang 
adanya sanksi 
perpajakan 
     
6. Anda selalu 
melaporkan SPT masa 
ke kantor pajak 
selambat-lambatnya 
tanggal 20 bulan 
berikutnya 









Rekapitulasi Jawaban Penelitian 
Responden 
Y 
Total 1 2 3 4 5 6 7 
1 1 1 1 4 4 4 1 16 
2 1 1 1 3 3 1 1 11 
3 3 5 2 5 5 5 2 27 
4 2 2 5 1 2 5 2 19 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 
6 5 5 5 5 5 5 2 32 
7 5 5 5 5 5 5 2 32 
8 3 5 5 5 1 5 1 25 
9 3 4 2 4 3 3 3 22 
10 5 5 5 5 5 5 3 33 
11 4 4 4 4 4 3 1 24 
12 5 5 3 5 4 5 4 31 
13 5 5 5 5 4 5 1 30 
14 5 5 5 5 5 5 1 31 
15 4 4 4 4 3 4 1 24 
16 5 2 5 5 4 5 3 29 
17 5 5 5 5 5 5 1 31 
18 5 5 5 4 4 5 2 30 
19 5 5 4 4 4 4 1 27 
20 4 4 4 4 4 4 2 26 
21 4 4 4 4 4 4 2 26 
22 4 4 3 4 4 4 2 25 
23 5 3 4 3 3 4 1 23 
24 4 4 4 4 4 4 1 25 
25 4 4 5 5 5 5 2 30 
26 5 5 5 5 5 5 1 31 
27 5 5 5 5 5 5 1 31 
28 5 3 4 4 3 5 1 25 
29 4 4 3 4 4 4 1 24 
30 1 1 1 4 4 4 1 16 
31 1 1 1 3 3 1 1 11 
32 3 5 2 5 5 5 2 27 
33 2 2 5 1 2 5 2 19 
34 1 1 1 1 1 1 1 7 
35 5 5 5 5 5 5 2 32 
36 5 5 5 5 5 5 2 32 




38 3 4 2 4 3 3 3 22 
39 5 5 5 5 5 5 1 31 
40 4 4 4 4 4 2 1 23 
41 5 5 3 5 4 5 4 31 
42 5 5 3 5 4 5 1 28 
43 4 4 4 4 4 2 1 23 
44 2 2 5 1 2 5 1 18 
45 3 5 2 5 5 5 2 27 
46 5 5 5 5 5 5 2 32 
47 3 5 5 5 1 5 1 25 
48 5 5 5 5 5 5 3 33 
49 3 4 2 4 3 3 3 22 
50 5 5 5 5 5 5 2 32 
51 1 1 1 3 3 1 1 11 
52 1 1 1 1 1 1 1 7 
53 1 1 1 4 4 4 1 16 
54 5 5 5 5 5 5 2 32 
55 5 5 5 5 5 5 3 33 
56 4 4 4 4 3 4 1 24 
57 5 2 5 4 3 5 2 26 
58 5 5 5 3 4 5 1 28 
59 5 2 5 4 3 5 2 26 






















Total 1 2 3 4 5 6 
1 4 3 3 1 5 4 20 
2 3 4 4 3 4 3 21 
3 4 4 5 5 5 4 27 
4 4 4 4 4 4 4 24 
5 4 4 4 4 4 4 24 
6 5 5 4 5 5 4 28 
7 4 4 4 4 4 4 24 
8 5 5 5 5 5 5 30 
9 4 4 4 3 4 3 22 
10 4 5 4 4 4 4 25 
11 3 3 3 3 3 3 18 
12 5 5 3 5 4 5 27 
13 5 5 4 3 5 5 27 
14 4 4 4 4 5 4 25 
15 4 4 4 3 5 3 23 
16 5 5 5 5 5 5 30 
17 4 4 4 4 4 3 23 
18 4 4 4 4 4 4 24 
19 4 4 4 4 4 5 25 
20 4 5 5 4 5 4 27 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 5 5 5 5 5 5 30 
23 4 4 4 4 4 4 24 
24 4 4 4 4 4 3 23 
25 4 5 4 4 5 4 26 
26 3 4 4 4 4 5 24 
27 5 5 5 5 5 5 30 
28 4 4 4 4 4 4 24 
29 4 4 4 4 4 4 24 
30 4 3 3 1 5 4 20 
31 3 4 4 3 4 3 21 
32 4 4 5 5 5 3 26 
33 4 4 4 4 4 4 24 
34 4 4 4 4 5 4 25 
35 5 5 4 5 5 4 28 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 5 5 5 5 5 3 28 
38 4 4 4 3 5 3 23 
39 4 5 4 4 5 4 26 




41 5 5 5 4 5 3 27 
42 4 4 4 4 5 4 25 
43 3 3 3 3 5 2 19 
44 4 4 4 4 4 4 24 
45 4 4 5 5 5 4 27 
46 4 4 4 4 4 4 24 
47 5 5 5 5 5 3 28 
48 4 5 4 4 5 4 26 
49 4 4 4 3 5 3 23 
50 5 5 3 4 5 3 25 
51 3 4 4 3 4 3 21 
52 4 4 4 4 4 4 24 
53 4 3 3 1 5 3 19 
54 4 4 4 3 5 4 24 
55 5 5 5 5 5 5 30 
56 3 3 3 3 3 3 18 
57 4 4 4 4 4 3 23 
58 3 3 3 3 4 3 19 
59 4 4 4 4 4 3 23 





















 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sistem Self Assessment 60 18.00 30.00 24.2333 3.17494 
Optimalisasi Penerimaan 
Pajak 
60 7.00 33.00 24.9000 7.00048 




























X 1 Pearson Correlation .835** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
X 2 Pearson Correlation .890** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
X 3 Pearson Correlation .802** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
X 4 Pearson Correlation .803** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
X 5 Pearson Correlation .572** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
X 6 Pearson Correlation .642** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
Sistem Self Assessment Pearson Correlation 1 



















Y 1 Pearson Correlation .906** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
Y 2 Pearson Correlation .865** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
Y 3 Pearson Correlation .752** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
Y 4 Pearson Correlation .789** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
Y 5 Pearson Correlation .708** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
Y 6 Pearson Correlation .815** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
Y 7 Pearson Correlation .398** 




Pearson Correlation 1 















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 











Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 

























1 Sistem Self 
Assessment 
. Enter 
a. All requested variables entered. 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .407a .165 .151 .92144 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9.763 1 9.763 11.499 .001a 
Residual 49.245 58 .849   
Total 59.008 59    
a. Predictors: (Constant), Sistem Self Assessment 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .452 .923  .490 .626 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .452 .923  .490 .626 
Sistem Self Assessment .769 .227 .407 3.391 .001 
a. Dependent Variable: Optimalisasi Penerimaan Pajak 
 
 
 
